GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 72
TAHUN 2017 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI E-KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang . a bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 72 Tahun 2017 telah diatur mengenai
akuntabilitas kinerja pegawai negeri sipil melalui e-Kinerja
di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana non alam,
penerapan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017
tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui
eKinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara khususnya terkait penilaian disiplin dan penilaian
kinerja tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum sehingga perlu di lakukan perubahan;

€. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang
Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui e-
Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun
1964; Tambahan Lembar Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);




10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 358 Tahun 2008;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2015; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140 Tahun 2005; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2006; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2010; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5135);
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2016; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6340);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2014);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
199 Tahun 2014);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun
2011);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015);



2. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 49A
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49A
Dalam hal terjadi suatu bencana yang mengakibatkan CPNS dan PNS tidak
dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka indikator komponen
penilaian kinerja dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu.

3. Diantara Bab XII dan Bab XIII disipkan 1 {satu) bab, yaitu Bab XIIA sehingga
berbunyi sebagai berikut :
BAB XIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN
4. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 80A dan
Pasal 80B sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 80A
Penetapan status keadaan darurat suatu bencana dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan.
Pasal 80B
Ketentuan mengenai pelaksanaan sistemn kerja, penilaian disiplin, dan
penilaian kinerja bagi CPNS dan PNS selama terjadi suatu bencana ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 7 April 2020

ﬁ' _GUBERNUR SULAWESI UTAM(%
OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

-~
EDW'L N H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR ¢



